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SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Nomor : B-900.1.3.5 /249/ BAPENDA.3 / 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )& STAF
PENGELOLA KEGIATAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Badan
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat
mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan, tepat
waktu, berdaya guna dan berhasil guna, maka
pelaksanaan teknis kegiatan harus dilakukan secara
professional sesuai ketentuan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK);

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai
Tiimur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan
Kota Bontang; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025.

S. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) & STAF PENGELOLA KEGIATAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025.

Menetapkan Lampiran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai
Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaiamana tercantum
dalam lampiran keputusan ini;

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah
sebagai berikut :

a. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi :
a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;
b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan; dan

c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna
Anggaran.

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan meliputi :

a) Menyiapkan  laporan  kinerja  pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan;

b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
ketentuan perundang-undangan; dan

c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen pelaksanaan kegiatan.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan



perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran
2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat
kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan
dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

Syahfur, S.Sos., M.Si
Pembina Tk 1 / IV .b

NIP. 19730708 200112 1 003

Tembusan :
1. Masing-masing yang bersangkutan
2. Arsip



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAW
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.
NOMOR : B-900.1.3.5 /249/ BAPENDA.3 / 2025

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNS
KEGIATAN (PPTK) & STAF PENGELOLA
KEGIATAN PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2025

NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO KEGIATAN SUB KEGIATAN NAMA/NIP/JABATAN KET,
1 2 3 4 S
1. | Kegiatan Pengelolaan | Perencanaan Pengelolaan Pajak | Nama Nur Ihsan, SE

Pendapatan Daerah Daerah NIP 1972005 200701 1 047 PPTK
Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli
Muda
2. | Kegiatan Pengelolaan | Analisa dan Pengembangan Nama Nur Ihsan, SE
Pendapatan Daerah Pajak Daerah, serta Penyusunan | NIP 1972005 200701 1 047 PPTK
Kebijakan Pajak Daerah Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli
Muda
3. | Kegiatan Pengelolaan | Penyuluhan dan Penyebarluasan | Nama Nur Ihsan, SE
Pendapatan Daerah Kebijakan Pajak Daerah NIP 1972005 200701 1 047 PPTK
Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli

Muda




4. | Kegiatan Pengelolaan | Penyedia Sarana dan Prasarana | Nama Daryanti, SE
Pendapatan Daerah Pengelolaan Pajak Daerah NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5. | Kegiatan Pengelolaan | Pendataan dan  Pendaftaran | Nama Supianti, S.Sos.,M.Si
Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah NIP 19700525 200003 2 005 PPTK
Jabatan Kabid Pendataan & Penetapan
6. | Kegiatan Pengelolaan | Pengolahan, Pemeliharaan, dan | Nama Sundoro yekti, SE.,M.Si
Pendapatan Daerah Pelaporan Basis Data Pajak | NIP 19771015 200801 1 018 PPTK
Daerah Jabatan Kabid PBB P2 & BPHTB
7. | Kegiatan Pengelolaan | Penilaian Pajak Bumi dan | Nama Sundoro yekti, SE.,M.Si
Pendapatan Daerah Bangunan Perdesaan  dan | NIP 19771015 200801 1 018 PPTK
Perkitaan (PBB-P2) serta Bea |Jabatan Kabid PBB P2 & BPHTB
Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB )
8. | Kegiatan Pengelolaan | Penetapan Wajib Pajak Daerah Nama Supianti, S.Sos.,M.Si
Pendapatan Daerah NIP 19700525 200003 2 005 PPTK
Jabatan Kabid Pendataan & Penetapan
9. | Kegiatan Pengelolaan | Pelayanan dan Konsultasi Pajak | Nama Supianti, S.Sos.,M.Si
Pendapatan Daerah Daerah NIP 19700525 200003 2 005 PPTK
Jabatan Kabid Pendataan & Penetapan
10. | Kegiatan Pengelolaan | Penelitian dan Verifikasi Data | Nama Sundoro yekti, SE.,M.Si
Pendapatan Daerah Pelaporan Pajak Daerah NIP 19771015 200801 1 018 PPTK

Jabatan

Kabid PBB P2 & BPHTB




11. | Kegiatan Pengelolaan | Penagihan Pajak Daerah Nama Rahmad Nur N.A.,SE.,MAP
Pendapatan Daerah NIP 19810712 200901 1 001 352013
Jabatan Kabid Penagihan dan Keberatan
12. | Kegiatan Pengelolaan | Penyelesaian Keberatan Pajak | Nama Rahmad Nur N.A.,SE.,MAP
Pendapatan Daerah Daerah NIP 19810712 200901 1 001 352114
Jabatan Kabid Penagihan dan Keberatan
13. | Kegiatan Pengelolaan | Pengendalia, Pemeriksaan dan | Nama Supianti, S.Sos.,M.Si
Pendapatan Daerah Pengawasan Pajak Daerah NIP 19700525 200003 2 005 13i21)%
Jabatan Kabid Pendataan & Penetapan 0]
14. | Kegiatan Pengelolaan | Pembinaan dan Pengawasan | Nama Rahmad Nur N.A.,SE.,MAP
Pendapatan Daerah Pengelolaan Pajak Daerah dan | NIP 19810712 200901 1 001 2igine
retribusi Daerah Jabatan Kabid Penagihan dan Keberatan
15. | Perencanaan, Penganggaran, | Penyusunan Dokumen | Nama Daryanti, SE
dan Evaluasi Kinerja | Perencanaan Perangkat Daerah | NIP 19770721 200701 2 017 PPiK
Perangkat Daerah Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
16. | Perencanaan, Penganggaran, | Koordinasi dan Penyusunan | Nama Daryanti, SE
dan Evaluasi Kinerja | Dokumen RKA-SKPD NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Perangkat Daerah Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
17. | Perencanaan, Penganggaran, | Koordinasi dan Penyusunan | Nama Daryanti, SE
dan Evaluasi Kinerja | DPA-SKPD NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Perangkat Daerah Kasubbag Umum dan Kepegawaian
18. | Perencanaan, Penganggaran, | Koordinasi dan Penyusunan | Nama Daryanti, SE
dan Evaluasi Kinerja | Laporan Capaian Kinerja dan | NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Perangkat Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
19. | Perencanaan, Penganggaran, | Evaluasi Kinerja  Perangkat | Nama Daryanti, SE
dan Evaluasi Kinerja | Daerah NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Perangkat Daerah Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian




20. | Perencanaan, Penganggaran, | Penyusunan Dokumen | Nama Daryanti, SE
dan Evaluasi Kinerja | Perencanaan Urusan Selain | NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Perangkat Daerah Renstra PD dan Renja PD Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
21. | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Nama Daryanti, SE PPTK
Perangkat Daerah ASN NIP 19770721 200701 2 017
Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
22. | Administrasi Keuangan | Pelaksanaan Penatausahaan | Nama Daryanti, SE
Perangkat Daerah dan Pengujian /Verifikasi | NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Keuangan SKPD Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
24. | Administrasi Keuangan | Koordinasi dan Penyusunan | Nama Daryanti, SE
Perangkat Daerah Laporan Keuangan Bulanan | NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
/Triwulan /Semesteran SKPD Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
25. | Administrasi Barang Milik | Penyusunan Perencanaan | Nama Daryanti, SE
Daerah pada Perangkat | Kebutuhan Barang Milik daerah | NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Daerah SKPD Jab/atan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
26. | Administrasi Kepegawaian | Pengadaan Pakaian Dinas | Nama Daryanti, SE
Perangkat Daerah beserta Atribut Kelengkapannya | NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
27. | Administrasi Kepegawaian | Pendidikan dan Pelatihan | Nama Daryanti, SE
Perangkat Daerah Pegawai Berdasarkan Tugas dan | NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Fungsi Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
28. | Administrasi Umum Perangkat | Penyediaan Peralatan dan | Nama Daryanti, SE
Daerah Perlengkapan Kantor NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian




29. | Administrasi Umum Perangkat | Penyediaan = Bahan  Logistik | Nama Daryanti, SE
Daerah Kantor NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
30. | Administrasi Umum Perangkat | Penyediaan Barang Cetakan dan | Nama Daryanti, SE
Daerah Penggandaan NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
31. | Administrasi Umum Perangkat | Penyelenggaraan Rapat | Nama Daryanti, SE
Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD | NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
32. | Pengadaan  Barang  Milik | Pengadaan Peralatan dan Mesin | Nama Daryanti, SE
Daerah Penunjang Urusan | Lainnya NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Pemerintah Daerah Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
33. | Pengadaan Barang Milik Pengadaan Sarana dan | Nama Daryanti, SE
Daerah Penunjang Urusan Prasarana Gedung Kantor atau | NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Pemerintah Daerah Bangunan Lainnya Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
34. | Penyediaan Jasa Penunjang | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Nama Daryanti, SE
Urusan Pemerintahan Daerah | Sumber Daya Air dan Listrik NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
35. | Penyediaan Jasa Penunjang | Penyediaan Jasa Pelayanan | Nama Daryanti, SE
Urusan Pemerintahan Daerah | Umum Kantor NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
36. | Pemeliharaan Barang Milik | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Nama Daryanti, SE PPTK
Daerah Penunjang Urusan | Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | NIP 19770721 200701 2 017
Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas | Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian




Operasional atau Lapangan

37. | Pemeliharaan Barang Milik | Pemeliharaan Peralatan dan | Nama Daryanti, SE
Daerah Penunjang Urusan | Mesin Lainnya NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Pemerintahan Daerah Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian

38. | Pemeliharaan Barang Milik | Pemeliharaan/Rehabilitasi Nama Daryanti, SE
Daerah Penunjang Urusan | Gedung Kantor atau Bangunan | NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Pemerintahan Daerah Lainnya Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian

39. | Pemeliharaan Barang Milik | Pemeliharaan/Rehabilitasi Nama Daryanti, SE
Daerah Penunjang Urusan | Sarana dan Prasarana Gedung | NIP 19770721 200701 2 017 PPTK
Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya |Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

Pembina Tk. I /IV b
NIP. 19730708 200112 1 003




LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

B-900.1.3.5 / 782 / BAPENDA.3 / 2025

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR
TENTANG

NAMA STAF PENGELOLA KEGIATAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO KEGIATAN SUB KEGIATAN NAMA/NIP/JABATAN KET,
1 2 3 4 S
1. | Kegiatan Pengelolaan | Perencanaan Pengelolaan Pajak | Nama Kamsiani, SE

Pendapatan Daerah Daerah NIP 19820506 201503 2 002 Staf
Nama Marlina, S.Ak
NIP 19830117200701 2 001
2. | Kegiatan Pengelolaan | Penagihan Pajak Daerah Nama Sulviani, SE.,M.E
Pendapatan Daerah NIP 19811115 200701 2 006 Staf
Nama Rahmad Kurniadi, SE
NIP 19841101 200901 1 003
3. | Kegiatan Pengelolaan | Pengendalia, Pemeriksaan dan Nama Rusnawati, S.Sos
Pendapatan Daerah Pengawasan Pajak Daerah NIP3K 1982024 200701 2 004 Staf
Nama Alfriani Limbong, A.Md
NIP3K 19770422 202421 2 003




Pemeliharaan Barang Milik | Pemeliharaan/Rehabilitasi Nama Agustina S.Sos
Daerah Penunjang Urusan | Gedung Kantor atau Bangunan | NIP 19790817 201001 2 007
Pemerintahan Daerah Lainnya Nama Adi Hendri

NIP 19771230 200903 2 002

Nama Riska Yunita Fitriyani, SE.,M.Si

NIP 19860609 200901 2 001
Kegiatan Pengelolaan | Pengolahan, Pemeliharaan, dan | Nama Zonny Ezra, S.Sos.,M.Si
Pendapatan Daerah Pelaporan Basis Data Pajak | NIP 19730425 199303 1 003

Daerah Nama Nina Dwi Arini, SE
NIP 19740101 200903 2 002

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

Syahfur, 8
Pembina Tk. I /IV b
NIP. 19730708 200112 1 003




perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran
2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat
kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan
dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tgpggal : 31 Januari 2025

lﬂKepala d4n,%

S S.Sos., M.Si
Pembina Tk1 / IV .b
NIP. 19730708 200112 1 003

Tembusan :
1. Masing-masing yang bersangkutan
2. Arsip



